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PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG
Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD). Renja OPD merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah.
Renja OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah   Daerah   (RKPD),   Rencana   Strategis   (Renstra)   OPD,   hasil   evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta masalah yang dihadapi. Dalam menyusun Renja OPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif,  prakiraan  maju, melakukan  analisis  serta  penyelarasan  program  dan  kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya pensinergian pencapaian sasaran dan target Renstra OPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan.
Renja OPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja  OPD  menerjemahkan  perencanaan  strategis  jangka  menengah  (RPJMD  dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan.   Rencana Kerja ( Renja ) menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana  Strategis ke dalam langkah- langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.
Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu disusun Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai tujuan organisasi.
Proses penyusunan Renja OPD dilakukan dengan melalui beberapa tahapan yaitu:
a. Persiapan Penyusunan Renja OPD. Pada tahap ini disusun rancangan keputusan Kepala OPD tentang pembentukan tim penyusunan Renja OPD, dilanjutkan dengan orientasi mengenai Renja OPD, kemudian disusun agenda kerja tim penyusun Renja OPD sesuai dengan jadwal penyusunan RKPD serta mempersiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. 
b. Penyusunan Rancangan Renja OPD. Pada tahap ini dirumuskan substansi rancangan Renja OPD yang mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra OPD, dan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya sehingga dapat memecahkan masalah yang dihadapi berdasarkan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Selanjutnya rumusan substansi tersebut dituangkan dalam sistematika dokumen rancangan Renja OPD.
c. Pelaksanaan Forum OPD, yang bertujuan untuk menyelaraskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan. 
d. Penetapan Renja OPD. Selaras dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, perlu dilakukan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 yang telah disusun menjadi Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 yang telah disesuaikan dengan indikator kinerja kegiatan dengan tetap mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2019-2023 dan Renstra BPKAD yang telah ditetapkan.
1.2. LANDASAN HUKUM
Sebagai dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota SerangTahun 2019 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007) Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748)
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104;TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana  telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);    
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4664);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);  
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2009 tentangRencana Pembangunan Jangka Panj
12. 
13. ang Daerah (RPJPD) Kota SerangTahun 2008-2025;   
14. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2014–2018
15. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Serang;

16. Peraturan Walikota Serang Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Serang;
17. Peraturan Walikota Serang Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang Tahun 2019 adalah 
a. Meningkatkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaanya;
b. Menyelaraskan program dengan penganggarannya;
c. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan;
e. Terwujudnya penilaian kinerja yang terukur dan perencanaan yang pelaksanaan sesuai dengan Renstra OPD
Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah :
a. Mejabarkan Rencana Strategis kedalam Program dan Kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran 2019;
b. Menjadikan Pedoman dalam Pelaksanaan program  dan  kegiatan  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang pada tahun 2019;
c. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang Tahun 2019.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

	BAB I
	PENDAHULUAN
Membahas dan menjabarkan latar belakang, landasan hukum maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang Tahun 2019.



	BAB II   
	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
Membahas dan menjabarkan mengenai evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra OPD, analisis kinerja pelayanan  OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. 


	BAB III.  
	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Membahas dan menjabarkan telaahan terhadap tujuan dan sasaran renja OPD serta Program dan Kegiatan .
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